BAB  III
OLD PUBLIC ADMINISTRATION DAN NEW PUBLIC MANAGEMENT


A. PENDAHULUAN
Bab ketiga  akan membahas mengenai old public administration (administrasi public lama) dan  new public management (manajemen public baru) sebagai paradigma dalam administrasi public.  Bab ini menjadi dasar untuk memahami administrasi public pada bab-bab selanjutnya.  Uraian bab ini berisi penjelasan old public administration (administrasi public lama) dan  new public management (manajemen public baru) sebagai paradigma dalam administrasi public.

Kompetensi Dasar
Mampu memahami memahami  old public administration (administrasi public lama) dan  new public management (manajemen public baru) sebagai paradigma dalam administrasi public.

Indikator
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Mengurutkan periodisasi paradigma old public administration dan  new  public management 
2. Menyebutkan tokoh-tokoh dalam setiap periodisasi paradigma old public administration dan  new  public management 
3. mendeskripsikan paradigma old public administration dan  new  public management 
4. Menginventarisir kelemahan paradigm old public administration dan  new  public management

Tujuan Pembelajaran
1. Mendapatkan  pemahaman tentang   old public administration (administrasi public lama) 
2. Mendapatkan  pemahaman tentang   new public management (manajemen public baru) sebagai paradigma dalam administrasi publik.

B. PENYAJIAN MATERI
1. Old Public Administration  (Administrasi Publik Lama)
Administrasi public sebagaimana yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson (1887/1987) seorang mantan Presiden AS dan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University AS “melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya”. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa bidang administrasi itu adalah sama dengan bidang bisnis. Oleh karena itu, Wilson memberikan saran agar pemerintahan itu mempunyai struktur mengikuti model bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian(controlling), yang amat penting mempunyai struktur organisasi hierarki, dan upaya untuk melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan itu dilakukan secara efisien. Konsep seperti ini yang kemudian dikenal sebagai “the Old of Public administration”. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan. Tugas semacam ini dilaksanakan dengan netral, professional dan lurus (Faith-fully) mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Upaya seperti itu tidak bisa dilepaskan dari pengawasan yang dilakukan oleh pejabatnya. Wilson telah pula mengingatkan bahwa konstelasi pelaksanaan kebijakan sebagai domain Administrasi Negara seperti itu ada bahayanya, yakni bisa besar kemungkinan diintervensi oleh politik, terutama politisi yang korup (corrupt politicians) yang berpengaruh negatif terhadap administrator dalam melaksanakan kebijakan dengan efisien. 
Ada dua tema kunci memahami administrasi Negara seperti yang fondasinya telah diletakkan oleh Woodrow Wilson diatas. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik (policy) dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntanbilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi public dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efisien dan efektif.
Konsep “the Old Public Administation” ini dalam perjalanan sejarah memperoleh juga perkembangannya dengan konsep-konsep baru. Salah satu diantarany timbulny konsep rasional model yang dikemukakan oleh Herbert Simon melalui tulisannya tentang Administrative behavior (1957). Demikian juga konsep tentang public choice. Adapun mainstream dari ide inti dari the Old Public Administration dapat disimpulkan sebagai berikut : 
(1). Titik perhtian pemerintah adalah jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
(2). Public policy dana administration berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tjuan-tujuan politik.
(3). Administrasi Publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan(implementation) kebijakan publik.
(4). Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.
(5). Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
(6). Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.
(7). Nilai-nilai utama (the primary values) dari administrasi public adalah efesiensi dan rasionalitas.
(8). Administrasi public dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga Negara keterlibatannya amat terbatas.
(9). Peran dari administrasi public dirumuskan secara luas seperti planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting.
Ide konsep the Old Public Administration ini bisa berlangsung pada semua sector kehidupan pemerintahan, mulai dari hal atau sector pertanian, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, transportation, kesehatan masyarakat dan lain – lainnya.

2. New Public Management  (Manajemen Publik Baru)
Tema pokok dalam New Public Management ini antara lain, bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sector public. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi – instansi pemerintah dengan pelanggannya (customer) dipahami sama dengan pemerintah dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar (market place). Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaaan kinerja sector public dari tradisi berlandaskan aturan (rule-based) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (authorithy-driven processes) menjadi orientasi pasar (market-based), dan dipacu untuk berkompetisi sehat (competition-driven tactics).
	Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara – cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal dan melakukan privatisasi terhadap fungsi – fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara – cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil – kecil. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan “steering” membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikian, kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program – program public. Pengaturan seperti ini termasuk upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit – unit lintas batas bagi sector organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit.
	Konsep New Public Management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat – pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka Christopher Hood dari London School Of Ecomics (1995) mengatakan bahwa New Public Management mengubah cara – cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara – cara ligitimasi birokrasi public untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi tidak lagi dipraktikan oleh New Public Management dalam birokrasi pemerintah.
Untuk lebih mewujudkan konsep New Public Management dalam birokrasi public, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternative cara – cara pelayanan public berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas public kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi public, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.
Semenjak konsep New Public Management ini dikemukakan, maka telah banyak kemajuan dari praktika konsep ini di beberapa Negara dunia. Seperti misalnya, upaya melakukan privatisasi fungsi – fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah di beberapa negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja, dan melakukan reengineering system yang merefleksi terhadap kuatnya komitmen pada akuntabilitas public (Barzelay,2001;Boston et al,;1996;Pollitt dan Bouckaert,2000). 
Donald Ketl (dalam Thoha, 2008:46) menyebutnya dengan “the global public management reform” yang memfokuskan pada enam hal berikut ini:
1) Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil
2) Bagaimana patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional “komando–komando” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrat.
3) Bagaimana pemerintah bisa menggunkan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternative yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan public. Atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.
4) Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsive. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer – manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan.
5) Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya.
6) Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (output dan outcome) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa mengganti system yang menekankan pada alur atas-bawah (top-down), dan system yang berorientasi pada aturan (rule-driven systems) kepada suatu system yang berorientasi pada alur bawah-atas (bottom-up) dan system berorientasi hasil.
		Sama dengan pendapat Kettl di atas Jonathan Boston (1991 dalam Thoha, 2008: 48) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin New Public Management itu pada intinya sebagai berikut: lebih menekankan pada proses pengelolaan (management) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dari penggunaan control masukan (input controls) ke penggunaaan ukuran – ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target; devolusi system pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru, disagresi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasi otonomi; secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi – fungsi komersial dengan yang nonkomersial; menggunakan prefensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, system kontrak sampai dengan penggunaan system penggajiann dan renumarasi yang efektif dan efisien.

Reinventing  Bureaucracy
		Dalam upaya melakukan perbaikan birokrasi pemerintahan sering kali kita mendengar istilah “reinventing government”. Istilah ini menjadi terkenal ketika Presiden AS Clinton melakukan pembaruan birokrasi pemerintahannya. Apa yang dilakukan oleh Clinton di Amerika tampaknya tidak hanya penting bagi pemerintah Amerika Serikat saja. Akan tetapi penting juga untuk kita, karena prinsip – prinsip yang dikandung dalam reinventing government itu, bisa diambil sari patinya untuk perbaikan system birokrasi pemerintah kita. Istilah ini sebenarnya sama hal nya dengan upaya untuk melakukan pembaharuan di bidang birokrasi pemerintah. Pembaharuan dalam reinventing government dapat pula dikatakan sebagai upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Mewiraswastakan birokrasi pemerintah bukan berarti setiap pejabat atau petugas diharuskan berdagang atau berwirausaha seperti pengusaha. Melainkan adanya upaya para pejabat disertai semua komponen instansi public itu senantiasa bekerja keras untuk meningkatkan agar supaya sumber – sumber yang berpotensi ekonomi yang dipunyai oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif bisa berproduktif, dari yang produksinya rendah ditingkatkan ke produksi yang lebih tinggi. Upaya semacam ini sangat popular dalam kinerja dunia usaha. Oleh karena prinsip reinventing government itu adalah mentransformasikan kinerja dalam dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah.
		Konsep New Public Management seperti diuraikan di atas Nampak diterapkan di Amerika Serikat ketika David Osborne dan Ted Gaebler menerbitkan buku terlaris Reinventing Government (1992) dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan buku lain bersama Peter Plastrik Banishing Bureaucracy (1997). Dengan mengambil pengalaman dari negara – negara lain terutama dari Inggris dan New Zeland dan pengalaman dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Osborne, yang mantan jurnalis dan City Manager itu mengenalkan New Public Management dalam birokrasi pemerintah. Upaya Osborne ini ternyata disambut baik oleh pemerintahan Bill Clinton yang menindaklanjuti dengan melakukan pembaruan di dalam birokrasi pemerintahannya.
		Osborne menyatakan bahwa reinventing government itu pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswata (entrepreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah. Jiwa entrepreneurship itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, social, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah dari yang tidak berproduktof  bisa berproduktif dari yang produktivitas rendah menjadi berproduksi tinggi. Kinerja seperti inilah yang dikemudian dikenal dengan upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Ada sepuluh prinsip mewiraswastakan pemerintah menurut Coberne. Upaya semacam ini mempunyai prinsip-prinsip pelaksanaannya. Ada sepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah:Oleh karena perlu dipahami prinsip-prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Sepuluh prinsip itu antara lain: Pemerintah harus bersifat katalis;pemerintah milik masyarakat;pemerintah berorientasi misi;pemerintah berorientasi pada hasil;pemerintah berorientasi pada pelanggan;pemerintah berorientasi kewiraswastaan;pemerintah bersifat antisipatif;pemerintah melakukan desentralisasi;pemerintah berorientasi pada pasar;dan pemerintah bersifat kompetitif.
Kesepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah itu uraiannya sebagai berikut:
(1) Pemerintah Harus Bersifat Sebagai Katalis
   Pemerintah katalis merupakan suatu fungsi yang mampu memisahkan sebagai pengarah (membuat kebijakan,peraturan,undang-undang)dengan fungsi sebagai pelaksana. Selain itu,kemudian mereka menggunakan berbagai metode (kontrak,voucher,hadiah,intensif,pajak,dsb.)untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan,memilih metode yang saling sesuai untuk mencapai efisiensi,efektivitas,persamaan,pertanggungjawaban,dan fleksibilitas. Contoh untuk membangkitkan peranan masyarakat di tingkat kecamatan dalam meningkatkan produktivitas pertanian unggulan di daerahnya,seorang camat bisa memberikan rangsangan pembelian pupuk yang murah,memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tanpa bayar,memberikan hadiah yang merangsang petani bekerja dengan senang dan giat. Camat mengatur,mendorong dan memengaruhi agar produk pertaniannya di lingkungan kecamatannya bisa maju akan tetapi camat juga menggunakan metode yang memberikan intensif kepada masyarakatnya.
(2) Pemerintah Milik Masyarakat
   Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Dengan adanya kontrol dari masyarakat,pegawai negeri (dan juga pejabat terpilih,politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik,lebih peduli,dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Disini seorang camat harus mau dikontrol,dikritik,dan diawasi oleh rakyat. Kantor kecamatan dibuka untuk 24 jam menerima masukan,saran,kritik,dan kontrol dari masyarakat. 
(3) Pemerintah Kompetitif
   Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan atau birokrasi pemerintah melakukan perbaikan. Contoh seorang camat selain mampu mendorong masyarakatnya untuk berperan aktif dalam meningkatkan produksi pertaniannya atau perdagangannya,atau kerajinan yang ada di daerahnya juga harus mampu mendorong staf karyawannya untuk bersaing meningkatkan kinerjanya. Untuk itu camat harus kreatif untuk mencari sumber yang bisa dipergunakan untunk merangsang peningkatan kinerja tersebut. 
(4) Pemerintah Berorientasi Misi
   Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal,menghapus banyak peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif,dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif yang terlampau panjang dan menghambat,seperti misalnya di bidang anggaran,perizinan,kepegawaian,dan pengadaan barang. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas,kemudian memberikan kebebasan kepada pimpinan (manajer) untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas-batas legal dan sah. Seorang camat harus mampu menganalisis aturan-aturan yang bisa menghambat proses perbaikan atau peningkatan kinerjannya dan masyarakatnya,yang pada gilirannya disampaikan kepada atasannya untuk diperbaiki. 
(5) Pemerintah Berorientasi Pada Hasil
    Pemerintah yang berorientasi hasil (result-oriented) mengubah fokus dari input (misalnya kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketentuan) menjadi akuntanbilitas pada keluaran (output) atau hasil. Para pimpinan organisasi pemerintah mengukur kinerja instansi pemerintah,menetapkan target,memberi imbalan kepada instansi-instansi pemerintah yang mencapai atau melebihi target,dengan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. Diatas diterangkan bahwa kinerja camat yang baik dan berciri wiraswasta ini adalah senantiasa berorientasi pada hasil. Berapa produksi pertanian yang dihasilkan oleh masyarakatnya ditotal setiap bulannya atau setiap semesteran, atau setiap musimnya.
(6) Pemerintah Berorientasi Pelanggan
    Dalam hal ini pemerintah memperlakukan masyarakatnya yang dilayani, siapa saja,termasuk pelajar,orang tua,pembayar pajak,orang yang mengurus KTP,pelanggan telepon,listrik,dan lain-lainnya sebagai pelanggan yang harus diutamakan. Pimpinan organisasi pemerintah melakukan survei kepada pelanggan apa yang diinginkan dan dibutuhkan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Dengan masukan dan insentif dari masyarakat itu kemudian dirancang suatu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diinginkan.contoh setiap orang yang meminta pelayanan kekantor Kecamatan harus didahulukan kepentingannya,diurus dan segera diselesaikan urusannya.Gunakanlah target pelayanan “tiga menit selesai”. Target atau standar ini harus konsekuen dilaksanakan.semua urusan di kecamatan selesai dalam tiga menit. 
(7) Pemerintah Wiraswasta
    Seperti yang dijelaskan di depan bahwa wiraswasta itu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif diupayakan berproduktif,dari yang produksinya rendah ditingkatkan berproduksi tinggi. Upaya semacam ini disebut pula kinerja. Dan kinerja seperti itu biasanya mencari etos kerjanya dunia usaha,karena itu kinerja semacam itu ingin ditransfor ke kinerja birokrasi pemerintah. Dengan demikian,pemerintah berusaha untuk memfokuskan energinya bukan sekadar untuk memfokuskan energinya bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran,melainkan juga menghasilkan uang. Pemerintah meminta kepada masyarakat yang dilayani untuk membayar menentukan pula return of investment. Pemerintah juga memamfaatkan dana usaha,dana inovasi,untuk mendorong para pejabat berpikir untuk memperoleh dana operasional. Dengan kata lain pemerintah mendorong agar para pejabat dapat berbuat untuk meningkatkan produktivitas sumber-sumber ekonomi yang rendah ke arah peningkatan produktivitasnya. Banyak contoh yang dapat dikemukakan,bagaimana kinerja camat untuk senantiasa jeli melihat kesempatan untuk meningkatnya produktivitas kecamatannya.
(8) Pemerintah Antisipatif
    Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berpikir ke depan. Pimpinan instansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.
Seorang Camat harus senantiasa melihat ke depan bukan hanya mampu melihat yang dilakukan kemarin. Ibarat mengendarai mobil seorang sopir harus lebih banyak melihat jalan di depan,bukan selalu melihat kaca spion. Camat harus mampu mengajak rakyat dan pegawainya untuk melihat kesempatan apa di depan yang bisa ditingkatkan.
(9) Pemerintah Desentralisasi
    Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintahan yang mendorong wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Mendorong pejabat atau pegawai ditingkat bawah atau daerah untuk langsung memberi pelayanan,atau sebagai pelaksana,atau lebih berani membuat keputusan. Seorang camat harus juga mampu memberikan atau melimpahkan sebagain kewenangan yang ada padanya kepada staf atau pegawainya,bukannya semua hal harus ditangan sendiri.
(10) Pemerintahan Berorientasi Pasar
Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memamfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif,seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memamfaatkan peraturan.  Mereka Menciptakan insentif keuangan-intensif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini, organisasi swasta ata anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.
	Demikianlah sepuluh prinsip birokrasi pemerintahan yang wiraswasta, atau dalam bahasa reinventing government entrepreneurship. Sepuluh prinsip ini dalam rangka melakukan pembaruan birokrasi pemerintah mencoba mengubah kinerja yang tidak produktif bisa berproduksi yang baik.
	Reinventing government itu pada hakikatnya merupakan New Public Management. Prinsip-prinsip New Public Management itu dilaksanakan dalam reinventing government ini. Kalau the old public admistration prinsip-prinsipnya dilaksanakan dalam birokrasi pemerintahan, maka pokok pemikiran dari New Public Management yang salah satu aplikasinya adalah reinventing government adalah merupakan pemikiran membarukan administrasi Negara dengan memadukan prinsip-prinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. Dengan demikian, New Public Management dan Reinventing government merupakan bentuk konsep baru dari Ilmu Administrasi Negara.

C.  RANGKUMAN
Sekitar tahun 80-an berkembang konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep ilmu administrasi public. Konsep-konsep itu antara lain ada yang menyebutnya “New Public Administration”, “The New Science of Organizations” dan disekitar dasawarsa 90-an terbit konsep baru yang disebut New Public Management. Konsep-konsep itu pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep Ilmu Administrai Negara. Jauh sebelumnya sekitar tahun 60-an, telah banyak dilakukan upaya untuk memperbarui konsep Ilmu Administrasi Negara. 
	Khusus konsep New Public Management, konsep ini ingin mengenalkan konsep-konsep yang biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan disektor privat. Inti dari konsep ini ialah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam perspektif konsep baru dalam New Public Management ini ialah mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan bisnis-run government like business. 	Isu berikutnya yang berkembang tidak hanya membatasi pada bagaimana mentransformasikan kinerja sektor bisnis ke sektor pemerintahan, melainkan lebih jauh dari itu yakni,  New Public Management sudah menjadi suatu model normatif, yang ditndai dengan meninjau kembali peran administrator publik, peran dan sifat dari profesi administrasi, dan mengapa serta bagaimana sebaiknya kita bertindak dan berperan.
	Lebih dari dua dekade New Public Management telah berkembang sebagai suatu konsep yang bisa mengganti peran dan arti dari Old Public Administration dihampir seluruh belahan dunia ini. Sebagai hasilnya sejumlah perubahan yang positif  telah  banyak  dilakukan  dikalangan  sektor  publik. 

D. LATIHAN
1. Kapan periodesasi paradigma Old Public Administration dan New Public Management.
2. Siapa tokoh-tokoh dibalik periodesasi kedua paradigma di atas
3. Apa yang menjadi dimensi penting dari paradigma Old Public Administration.
4. Apa yang menjadi dimensi penting dari paradigma New Public Management.
5. Sebutkan  titik lemah dari kedua paradigma di atas.
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F. GLOSSARI
	Kata atau kalimat
	Arti atau penjelasan


	Netralitas
	Nilai ketidakberpihakan administrator publik 

	entrepreneurship

	Jiwa kewirausahaan dari administrator publik sebagai nilai utama dalam pemimpin administrator publik
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